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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

NOMOR     9    TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

Menimbang :    a. bahwa pembangunan keolahragaan di Kalimantan Barat diarahkan 
untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi 
olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta 
pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan; 

b. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, 
melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2007, dipandang perlu diatur dalam peraturan 
daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah. 

 
Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1106); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4703); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan 
Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);  
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

dan 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
 

Memutuskan: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN    
KEOLAHRAGAAN DAERAH.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana 

pemerintahan daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
4. Komite Olahraga Provinsi adalah Komite Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. 
 
 
 
 
 



 

3 

5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara 
langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan 
tenaga keolahragaan. 

6. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi 
jasmani, rohani dan sosial. 

7. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan  pengetahuan, kepemimpinan, 
kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan 
pembinaan dan pengembangan olahraga. 

8. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat 
kompetensi dalam bidang olahraga. 

9. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan 
kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. 

10. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga 
secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi 
atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. 

11. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh 
pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran 
berolahraga. 

12. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan 
sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh 
pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. 

13. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran 
dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya 
masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. 

14. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan 
secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai 
prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

15. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan 
profesional atau sebaliknya. 

16. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari suatu 
tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar daerah, dan/atau antar 
negara. 

17. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan 
kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah 
dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, 
manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau 
menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. 

18. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan 
ekonomi yang terlibat secara, langsung dalam kegiatan olahraga. 

19. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan 
untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. 

20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan 
olahraga. 

21. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi 
prestasi olahraga. 

22. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi 
standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan. 

23. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang 
berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 

24. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan 
minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki 
seseorang untuk dapat dinyatakan, lulus dalam uji kompetensi. 

25. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan. 

26. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar 
nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan 
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keolahragaan. 
27. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional 

keolahragaan. 
28. Standar Teknis Sarana Olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk 

organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga Internasional. 
29. Standar Kesehatan dan Keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang 

kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan 
oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

30. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di 
bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, 
maupun lembaga organisasi keolahragaan. 

31. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran 
pelaksanaan kegiatan keolahragaan. 

32. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, 
mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan 
anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. 

33. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organiasasi olahraga yang membina, 
mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir 
dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau 
olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan. 

34. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara 
para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja 
sama yang harmonis dan sinergis. 

35. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 
 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan keolahragaan daerah diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha 
bersama, kepentingan umum, kesadaran, kemandirian, keterpaduan, transparansi, 
partisipasi dan akuntabilitas. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan keolahragaan daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan 
dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, 
sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat 
harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa.  
 
 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban Warga Negara 
 

Pasal 4 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk : 
a. melakukan kegiatan olahraga;  
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b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; 
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan 

minatnya; 
d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam 

keolahragaan; 
e. menjadi pelaku olahraga; 
f. mengembangkan industri olahraga; 
g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga. 

 

 

Pasal 5 

Setiap warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan 
memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan. 

 

 
Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga 
 

Pasal 6 

Pelaku olahraga mempunyai hak : 
a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga; 
b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang 

diminati; 
c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau 

kompetisi; 
d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan 

daerah, nasional dan internasional; dan 
e. pengolah raga dapat beralih status menjadi olahragawan profesional. 
 
 

Pasal 7 

Kewajiban pelaku olahraga menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan 
bangsa, mengedepankan sikap sportifitas dan menaati peraturan dan kode etik yang 
berlaku. 
 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 

Pasal 8 

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi : 
a.   pembinaan dan pengembangan olahraga; 
b.   pengelolaan sistem keolahragaan; 
c.   sarana olahraga; 
d.   ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan  
e.   pengawasan keolahragaan.  

 
 
 


